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Abstract: The purpose of this study is to determine whether the actions of palm oil workers can
be categorized as tort (onrechtmatige daad) and to determine who is responsible if an accident
occurs that happens to someone else while doing work. Based on the results of the study, it shows
that First, Regarding whether or not the actions of workers / workers can be categorized as
unlawful acts, after relating the elements of unlawful acts with the facts that have occurred, the
actions of workers have fulfilled the elements of tort (onrechtmatige daad). Second, Regarding
the company as the person in charge of all activities of workers who are working, the company
must be responsible for compensation due to mistakes made by its subordinates, namely workers
who work.
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Abstrak: Perbuatan Melawan Hukum, Pekerja/buruh, Kecelakaan, Tanggung Jawabberdasarkan
hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, tentang perbuatan dari pekerja/buruh, apakah bisa
masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum, sesudah mengaitkannya pada unsur-unsur
dari perbuatan melawan hukum dengan fakta-fakta pada kasus yang diteiliti, perbuatan dari
pekerja/buruh sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Kedua, tentang
perusahaan sebagai penanggungjawab semua kegiatan pekerja/buruh yang sedang bekerja maka
perusahaan harus bertanggung jawab terkait ganti rugi yang disebabkan kesalahan yang telah
diperbuat oleh bawahannya yaitu pekerja/buruh yang bekerja.

Kata Kunci:. Perbuatan Melawan Hukum, Pekerja/buruh, Kecelakaan, Tanggung Jawab

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana yang menjadi landasan ini ada
pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, jadi tidak heran jika hukum merupakan aspek yang sangat
penting di dalam bangsa ini. Ada beberapa alasan yang menjadikan hukum sebagai
landasan dalam bernegara yaitu kepastian hukum, legitimasi demokratis, tuntutan
perlakuan yang sama, tuntutan akal budi. Tidak bisa dipungkuri bahwa adanya kepastian
hukum adalah untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat agar tetap harmonis serta
tidak menggangu hak hak orang lain, serta perlindungan berbagai pihak yang adil dan
tanpa pandang bulu.

Dalam hal untuk menegakkan hukum di negara Indonesia ini, maka perlu adanya
penegak hukum yang berkompeten, dan harus bersih dari suap, gratifikasi, korupsi dan
sifat lainnya yang merugikan negara. Penegakan hukum pada dasarnya menyelaraskan
antara hubungan nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memelihara,
menciptakan, serta mempertahankan kedamaian di dalam masyarakat.
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Indonesia adalah negara hukum, Indonesia terdapat berbagai peraturan yang
mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakat agar menjadikan masyarakat yang
tertib hukum dan masyarakat yang telah searah dengan kaidah hukum. Pada dasarnya
hukum di Indonesia dibagi pada dua macam hukum, yaitu hukum pidana serta hukum
perdata, Bahasa “hukum perdata” pada dasarnya meliputi semua aspek hukum “privat
materiil”, yakni seluruh hukum pokok yang mengatur hal-hal perorangan. Secara bahasa
“perdata” kerap dipakai pula untuk lawan pidana. Dalam konteks pengajuan gugatan
perdata pada dasarnya terbagi pada dua jenis gugatan yakni gugatan perbuatan melawan
hukum serta gugatan wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum yang dibicarakan pada penelitian ini merupakan
perbuatan melawan hukum pada ruang lingkup perdata. Pada dasarnya istilah perbuatan
melawan hukum terdapat dua aspek yaitu dalam aspek perbuatan melawan hukum dalam
konteks pidana dan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Dari kedua aspek
ini memiliki perbedaannya masing-masing, perbuatan melawan hukum pada konteks
pidana mengatur untuk ketertiban umum sementara itu perbuatan melawan hukum pada
konteks perdata mengatur untuk melindungi keperluan privat atau individu. pada aspek
hukum perdata, kata perbuatan melawan hukum dikenal juga dengan istilah
onrechtmatige daad dan diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan pada aspek
pidana perbuatan melawan hukum disebut juga dengan istilah wederrechtelijk.

Perbuatan melawan hukum terdapat pada buku ke-111 KUHPerdata, lebih tepatnya
yaitu dari pasal 1365 sampai ke pasal 1380 KUHPerdata. Dampak yang ditimbulkan suatu
perbuatan melawan hukum ialah timbulnya kerugian yang di derita korban, yang mana
kerugian tersebut tentu perlu diganti oleh pelaku yang haruslah oleh hukum akan
mengganti kerugian yang ada. kerugian tersebut bisa berupa kerugian materiil maupun
kerugian immateriil.

Pada 24 juni 2022 telah terjadi suatu kecelakaan yang melibatkan seorang anak
kecil dan pekerja/buruh sawit yang terjadi di Sei Rampah, Sumatra Utara. Kejadian
kecelakaan tersebut berawal dari seorang pekerja/buruh yang hendak memanen buah
sawit, pada saat itu terdapat anak-anak di sekitar yang bermain tojok sawit kepunyaan
pekerja/buruh, lalu pekerja/buruh tersebut memperingati anak-anak agar tidak
memainkan tojok tersebut. Kemudian pekerja/buruh tersebut menyusun pelepah yang
berserakan, dan setelah itu langsung memanen buah sawit, lalu melangsir buah sawit
tersebut ke becak yang berada dipinggir jalan, kemudian pekerja/buruh tersebut
membawa satu tandan buah sawit yang beratnya lebih kurang seberat 35 kg dengan cara
menancapkan tojok ke tandan buah sawit, lalu menjunjungnya di kepala sambil
memegang gagang tojok, lalu pekerja/buruh tersebut hendak meletakkan sawit tersebut
di dekat becak yang sudah banyak anak-anak bermain di dekat becak tersebut, kemudian
pekerja/buruh tersebut langsung menjatuhkan buah sawit beserta tojok yang dibawa
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kedepan becak dikarenakan sudah terlalu berat membawanya, lalu ketika tojok yang
pekerja/buruh jatuhkan bersama tandan buah sawit yang pekerja/buruh bawa tersebut
tidak sengaja terpental dan menancap di leher salah satu anak-anak tadi, lalu anak tersebut
langsung mencabut tojok tersebut dari lehernya sehingga dari lehernya keluar darah yang
cukup banyak, sehingga mengakibatkan anak tersebut dilarikan ke rumah sakit, yang
mana biaya rumah sakit tersebut tidaklah murah. Dari kejadian tersebut orang tua korban
tidak terima dengan kejadian yang terjadi, sehingga melaporkan hal ini ke polsek pantai
cermin. Dari laporan tersebut lalu di proses, yang mana hasil dari pemeriksaan, dijatuhi
hukuman penjara yang mana putusan tersebut dibacakan pada tanggal 22 desember 2022
(putusan nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh)

Kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut tidak mempertimbangkan
suatu resiko atau dampak yang bisa saja terjadi kedepannya serta tidak berhati-hati ketika
melakukan aktivitas pekerjaan, yang mana dalam hal ini pekerja/buruh tidaklah kuat
tenaganya serta memaksakan berat yang dia bawa, hal ini bisa saja terjadi karena dari
faktor kelelehan.

Atas peristiwa tersebut peneliti merumuskan dua rumusan masalah antara lain:
pertama, apakah kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengakibatkan
kecelakaan terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?;
Kedua, siapa yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang melibatkan
pekerja/buruh perusahaan?. Mengenai tujuan dari penelitian ini antara lain: pertama,
untuk mengetahui kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengakibatkan
kecelakaan terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
kedua, untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang
melibatkan pekerja/buruh perusahaan. Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan
peneliti tertarik buat membahas serta mengkaji persoalan ini ke dalam penulisan hukum
dengan judul Pertanggungjawaban perusahaan terhadap pekerja/buruh yang
melakukan kelalaian kerja.

2. Metode

Pada penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang
mengkaji suatu permasalahan hukum dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dengan
mendalam terhadap norma hukum yang dibuat. Tipe penelitian yang dipakai pada
penelitian ini adalah penelitian doctrinal (doctrinal research) yakni penelitian yang
menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan-peraturan yang mengatur kategori
hukum, menganalisis relasi antara peraturan, serta menerangkan area yang mengalami
serta bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Penelitian ini bersifat preskriptif.

3. Kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengakibatkan kecelakaan
terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum
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Perbuatan melawan hukum terdapat di dalam pasal 1365 KUHPerdata yang
menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut. pada pasal ini tidaklah memuat perumusan dari pada perbuatan melawan hukum,
Namun, itu hanya mengatur ketika seseorang menderita kerugian dari tindakan melawan
hukum orang lain terhadap mereka dapat menggugat ganti rugi di pengadilan. Ketiadaan
dari perumusan perbuatan melawan hukum ini di dalam pasal 1365 KUHPerdata,
menyebabkan timbulnya dua macam perumusan tentang perbuatan melawan hukum,
yaitu perumusan secara luas dan perumusan secara sempit. Adapun perumusan dari
perbuatan melawan hukum terdapat pada doktrin serta yurisprudensi buat
merumuskannya.

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Haruslah terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pihak pelaku, baik perbuatan
aktif atau perbuatan pasif

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan dalam unsur ini yaitu setelah tahun 1919 yaitu menganut arti yang
seluas-luasnya, dalam hal ini meliputi meliputi antara lain:
a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden)
Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat
untuk memperhatikan kepentingan orang lain
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Perbuatan yang dianggap memiliki unsur kesalahan yang secara hukum dapat

diminta pertanggungjawaban, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

a. Ada unsur kesengajaan

b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa)

c. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf (rechtvaardigingsground),

sebagaimana kondisi overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (schade) yang diderita korban ialah suatu ketentuan untuk
gugatan pada pasal 1365 KUHPerdata bisa digunakan. Kerugian yang dimaksud
baik kerugian materiil maupun kerugian immaterill, kerugian materill merupakan
kerugian yang bisa dihitung nominalnya, sedangkan kerugian immaterill yakni
kerugian yang tidak bisa dihitung nominalnya. Menurut putusan agung
pengertian kerugian immaterial yaitu berupa rasa ketakutan, terkejut, sakit, dan
rasa kehilangan yang mendalam.
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5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Pada hubungan sebab akibat merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum,
yang mana hubungan kausal adalah keterkaitan antara perbuatan dengan kerugian
yang ada.

Pada mulanya, kelalaian tidaklah diakui menjadi suatu perbuatan melawan hukum,
namun demikian, awal abad ke-19, kebanyakan orang telah berpikir sesungguhnya tidak
memiliki alasan yang logis buat memindahkan tanggung jawab dari korban ke pelaku,
selagi si pelaku bukan dalam kondisi bersalah, dari hal itulah maka dikembangkan konsep
kelalaian pada hukum perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan mempunyai perbedaan dengan
perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian. Dalam perbuatan melawan hukum
dengan unsur kesengajaan, pelaku memiliki niat yang mendasari untuk menyakiti korban,
sedangkan dalam unsur kelalaian, pelaku tidak memiliki niat untuk menyakiti korban,
tetapi bahkan mungkin memiliki keinginan untuk menghindari akibat dari perbuatan yang
dapat merugikan korban.

Jika perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan kecelakaan, maka diwajibkan
kecelakaan itu menimbulkan kerugian bagi korbannya, bilamana perbuatan tersebut
hendak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu kecelakaan bisa saja
terjadi karena ketidak hati-hatian ataupun kelalaian dalam menjalankan suatu aktivitas
atau pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh tersebut. Jika kecelakaan terjadi disebabkan
oleh kelalaian, maka terpenuhinya unsur dari perbuatan melawan hukum dari kecelakaan,
maka didapati kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian bisa dikategorikan sebagai
perbuatan melawan hukum.

Apabila seseorang diduga telah terpenuhinya unsur dari pada tindak pidana, maka
mungkin juga unsur-unsur itu adalah juga unsur perbuatan melawan hukum. Jika suatu
Tindakan memenuhi unsur dari pada tindak pidana, maka dua macam dapat dijatuhkan
secara bersamaan, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi perdata dengan
gugatan berupa perbuatan melawan hukum, tetapi disaaat waktu yang bersamaan, pelaku
dapat juga dijatuhkan hukuman pidana. Maka dari itu tidaklah mengejutkan apabila pada
kenyataannya sebagian perbuatan tindak pidana pun merupakan suatu perbuatan melawan
hukum.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, kecelakaan yang merugikan seorang anak
kecil yang terjadi di Sei Rampah, Sumatra Utara, diakibatkan oleh kelalaian dari
pekerja/buruh yang sedang bekerja, yang di mana pekerja/buruh tersebut terlalu
memaksakan pekerjaannya, padahal tenaga yang dia miliki tidak lah sanggup untuk
melakukannya, serta tidak berhati-hati ketika melakukan sebuah aktivitas pekerjaan yang
ia lakukan.

Pada penjelasan umum atas undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentanng
keselamatan kerja menyebutkan bahwa “kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain,
kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan menjadi
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sebab terjadinya kecelakaan”. Maka dari itu seorang pekerja/buruh diharuskan dalam
keadaan kondisi fisik serta kesehatan yang prima serta berkonsentrasi terhadap
pekerjaannya yang ia lakukan untuk menunjang keselamatan dalam bekerja, sehingga
dapat mengurangi kesempatan-kesempatan untuk terjadinya sebuah kecelakaan.
Berdasarkan pemaparan dari fakta-fakta hukum, maka kasus ini merupakan suatu
perbuatan melawan hukum karena terpenuhinya unsur-unsur dari pada perbuatan
melawan hukum yang dapat dijabarkan, antara lain:
1. Adanya suatu perbuatan
Untuk menuntut sebuah kerugian yang diderita karena perbuatan melawan
hukum, haruslah terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya, baik
perbuatan aktif atau perbuatan pasif. Pada kasus ini pekerja/buruh melakukan
sebuah perbuatan aktif yaitu sedang melakukan pekerjaannya mengangkat sebuah
tanda sawit menggunakan sebuah tojok, yang di mana cara membawanya adalah
menancapkan tojok lalu diangkat menjunjung keatas kepala, lalu dibawa ke dekat
becak berada.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum

1)

2)

Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku

Pada pemaparan fakta diatas diketahui bahwa pekerja/buruh melanggar Pasal
360 KUHP Tentang Kelalaian Penyebab Luka Berat. Perbuatan pekerja/buruh
sawit yang melanggar ketentuan pasal 360 KUHP adalah dengan melakukan
pekerjaannya secara lalai sehingga menyebabkan orang luka berat.

Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat
untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Peristiwa yang menimpa seorang anak di Sei Rampah disebabkan karena
pekerja/buruh sawit yang terlalu memaksakan pekerjaan mengangkat beban
yang terlalu berat dia bawa tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi
kedepannya, sehingga pekerja/buruh tidak kuat mengangkatnya lagi lalu
menjatuhkannya sehingga tojok yang dia bawa terpental dan mengenai
seorang anak. Dari kejadian tersebut mengakibatkan seorang anak dilarikan
kerumah sakit dengan luka pada lehernya. Kurang hati-hati atau lalai dalam
menjalankan pekerjaannya. Perbuatan bisa digolongkan ke perbuatan
melanggar hukum apabila berlawanan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap
hati-hati yang sebuah keharusan dimiliki semua orang dalam pergaulannya
dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang kepunyaan orang lain.
sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pekerja/buruh bertentangan dengan
sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan
kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pelaku
Adanya sebuah kesalahan dalam kasus ini adalah adanya kelalaian dari
pekerja/buruh sawit yang tidak mempertimbangkan berat dengan tenaga yang dia
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miliki sehingga tidak memperkirakan resiko yang akan terjadi, sehingga
menimbulkan seorang anak terluka.

4. Adanya kerugian bagi korban
Haruslah terdapat kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun kerugian
immateriil, pada kasus ini anak kecil yang menjadi korban mengalami kerugian
materiil yaitu berupa biaya rumah sakit, adapun kerugian immateriil yang diderita
oleh korban adalah berupa rasa sakit.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Hubungan kausalitas pada kasus ini disebabkan oleh pekerja/buruh sawit yang
melakukan kelalaiannya karena memaksakan suatu pekerjaan yang terlampau
berat baginya dan dilakukan tanpa berhati-hati serta perlahan-lahan sehingga
mengakibatkan terjadinya sebuah kerugian yang diderita oleh korban yaitu berupa
biaya rumah sakit dan juga rasa sakit akibat dari kecelakaan yang dikarenakan
perbuatan pekerja/buruh tersebut.

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa kecelakaan yang terjadi
karena kesalahan dari pekerja/buruh sawit dikarenakan tidak berhati-hati serta telah lalai
dikarenakan terlalu memaksakan pekerjaan yang berat dan tidak melakukannya secara
perlahan-lahan. Sebagai perbuatan melawan hukum maka ada beberapa unsur yang perlu
dipenuhi yaitu suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan
dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan
dengan kerugian.

Dengan demikian dari kasus yang diteliti ini, perbuatan dari pekerja/buruh tersebut
memenuhi semua unsur yang ada, maka kecelakaan tersebut dapat dikategorikan sebagai
perbuatan melawan hukum. Jadi kerugian yang diderita oleh korban, korban dapat
menuntut ganti kerugian dengan berlandaskan pasal perbuatan melawan hukum.

4. Bagaimana penanganan hukum pada perkara concerted action yang
menyebabkan kenaikan tarif tiket pesawat domestic
Ketika ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab berdasarkan kasus yang
telah dipaparkan, maka perlu merujuk kepada sejumlah bentuk dari tanggung jawab.
Ketika melihat aturan dari KUPerdata Indoneisa, maka akan ditemui sejumlah bentuk dari
tanggung jawab hukum antara lain:
1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) terdapat
dalam pasal 1365 KUHPerdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, terdapat
pada pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas
terdapat di pasal 1367 KUHPerdata
pada pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, menunjukan bahwa “seseorang tidak saja
bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga
untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya”,
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yang di mana pekerja/buruh ini merupakan tanggungan dari pemberi pekerjaan, lebih
lanjut lagi hal ini diatur pada pasal 1367 ayat (3) yang berbunyi “majikan-majikan dan
mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah
bertanggunng jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau
bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini
dipakainya”.

Adapun teori aanprakelijkheid atau yang dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan
sebagai teori “tanggung gugat”, yaitu teori yang mana menetapkan pihak yang patut
mendapat gugatan, dikarenakan terdapat perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya
ketika terdapat suatu perbuatan melawan hukum maka yang harus bertanggung gugat
adalah si pelaku itu juga, akan tetapi dengan adanya doktrin vicarious liability
memungkinkan pihak selain pelaku yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum
dapat juga bertanggunggugat, dikarenakan hal-hal lain.

Terbagi menjadi dua macam sifat hubungan hukum, diantara subjek perbuatan
melawan hukum dan orang lain, yang pertama adalah sifat pengawasan terhadap subjek
itu, yang ditempatkan pada Pundak orang lain, adapun yang kedua adalah pemberian
kuasa dari orang lain terhadap subjek untuk menarik orang lain tersebut kepada resiko
perekonomian dari perbuatan melanggar hukum. Bentuk dari sifat hubungan ini akan
dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengawasan
Dalam hal hubungan majikan dalam hal ini perusahaan dan pekerja/buruh
pengawasan yang semestinya dilaksanakan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh,
sangat tergantung dari sifat masing-masing perjanjian-perburuhan. Ada seorang
pekerja/buruh yang selalu berada dibawah pengawasan mata si pengusaha, ada
juga pekerja/burun yang hampir bebas dari suatu macam pengawasan Si
pengusaha, akan tetapi apapun bentuk pengawasannya, bahwa pengawasan serta
pertanggungan jawab si perusahaan terbatas pada lingkungan perburuhan masing-
masing. Kalau si pekerja/buruh melampaui atas lingkungan ini, artinya berada
pada lapangan lain dari pada tugasnya sebagai pekerja/buruh tertentu, maka
lepaslah perusahaan dari kewajiban mengawasi serta dari pertanggungan jawab
atas akibat perbuatan melanggar hukum, yang bisa saja diperbuat oleh si
pekerja/buruh itu.
2. Pemberi kuasa dengan resiko perekonomian (economisch mandaat)

Sering diasumsikan bahwa dalam masalah ekonomi adalah adil dan pantas untuk
bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Artinya, jika pelakunya benar-benar
melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, dan ekonominya tidak kuat untuk
mengganti kerugian bagi korban, sehingga percuma jika orang tersebut
bertanggung jawab karena tidak memiliki harta yang cukup untuk menutupi
kerugian yang diderita oleh orang lain.
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Terbagi menjadi dua faktor yang menentukan adanya pertanggungjawaban dengan
vicarious liability, pertama, ada hubungan khusus antara atasan dan bawahan, perbuatan
melawan hukum yang diperbuat oleh bawahan mesti berkaitan pada pekerjaannya, dan
kedua, harus terjadi pada rangka pelaksanaan pekerjaan. Majikan dalam hal ini
perusahaan bertanggung jawab terhadap menanggung resiko serta kerugian yang
dikarenakan perbuatan dari pekerja/buruh yang ia pekerjakan, pekerja/buruh tersebut
menjalankan tugas untuk mengangkat tandan buah sawit yang merupakan bentuk dari
menjalankan sebuah perintah dan tugas yang diperintahkan oleh perusahaan. Dari doktrin
vicarious liability, ketika korban yang dirugikan akibat pekerja/buruh, maka dapat
menunutut ganti rugi kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh tersebut.
hal ini disebabkan perusahaan dianggap memiliki kemampuan finansial yang berada jauh
diatas pekerja/buruh, maka dari itu sangat memungkinkan untuk pemenuhan dari tuntutan
ganti rugi.

Ada beberapa fakta yang bisa dicocokan dengan unsur-unsur dari suatu perbuatan
melawan hukum, antara lain:

a. Adanya perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yaitu perusahaan sawit dengan sengaja menugaskan atau mempekerjakan
pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaannya, yang mana dari pekerjaan tersebut
mengakibatkan seorang anak menderita luka-luka serta dilarikan ke rumah sakit,
sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum yaitu kurang hati-hati atau lalai
dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian terjadi suatu fakta perbuatan
yang melawan Undang-undang yaitu “karena kelalaiannya menyebabkan orang
luka berat” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 360 ayat (1) KUHPidana,
artinya secara nyata telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku,
sedangkan perusahaan sawit selaku majikan yang memberi pekerjaan kepada
pekerja/buruh, secara yuridis adalah bertanggung jawab menanggung resiko dan
kerugian yang timbul sebab pekerja/buruh sawit menjalankan perintah dan tugas
yang diperintahkan oleh perusahaan.

b. Adanya suatu kesalahan yaitu secara melawan hukum, pekerja/buruh sawit
menjalankan pekerjaan dari perusahaan dengan kurang hati-hati dengan
memaksakan beban yang terlalu berat ia bawa, sehingga menyebabkan kerugian
pada korban. Maka dapat dikatakan bahwa si perusahaan kurang berhati-hati
dalam memilih seorang pekerja/buruh. Kesalahan semacam inilah yang dapat
dianggap ada pada perusahaan.

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan yaitu seorang anak yang menderita kerugian
materiil berupa biaya rumah sakit dan berobat serta kerugian immateriil yaitu
berupa rasa sakit yang ia derita.

d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian
yaitu ketika terjadinya peristiwa kecelakaan pada 24 juni 2022 oleh pekerja/buruh
sawit yang sedang bekerja hingga akhirnya melakukan sebuah kelalaian yang
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merugikan korban, maka timbul kerugian materiil dan kerugian immateriil, yang
mana kerugian tersebut merupakan tanggungjawab dari perusahaan sebagai akibat
dari perusahaan serta pekerja/buruh sawit yang bekerja memanen sawit, dengan
demikian hubunngan perbuatan dengan kerugian yang dialami oleh korban sudah
terbukti dan cukup beralasan.

Jadi dalam kasus ini yang harus bertanggung jawab bukan hanya pekerja/buruh
sawit saja akan tetapi majikan atau perusahaan selaku yang mempekerjakan
pekerja/buruh sawit tersebut, sehingga pekerja/buruh sawit dan juga perusahaan harus
bertanggung jawab dengan mengganti segala kerugian yang ada baik kerugian materiil
maupun kerugian immateriil. Terdapat hubungan hukum antara perusahaan dengan
pekerja/buruh sawit karena penghasilan pekerja/buruh sawit atas dasar perintah dari
perusahaan. Kesalahan pekerja/buruh sawit karena lalai hingga mengakibatkan korban
menderita kerugian dinilai tidak terlepas dari kesalahan perusahaan, sebab periswitwa
kecelakaan tersebut ketika pekerja/buruh sawit menjalankan perintah dari majikan yang
memberikan tugas serta pekerjaannya.

Dengan demikian ketika terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan lahirnya
kerugian terhadap korban akibat perbuatan melawan hukum dari seorang pekerja/buruh
yang sedang menjalankan pekerjaannya, di mana antara bawahan yang bertindak sebagai
pekerja/buruh dan pemimpin perusahaan yang bertindak sebagai majikan terdapat
hubungan kerja, maka yang bertanggung gugat adalah majikan (perusahaan). Dalam hal
ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1367 KUHPerdata.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa kecelakaan yang menimpa seorang anak kecil yang berakibat mengalami
luka di leher yang terjadi di Sei Rampah adalah akibat dari kesalahan yang
dilakukan oleh pekerja/buruh sawit yang sedang bekerja, yang mana
pekerja/buruh tersebut lalai dan tidak berhati-hati saat bekerja. Peristiwa tersebut
merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur
perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut
melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan
adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

2. Bahwa dalam kecelakaan yang menimpa seorang anak kecil yang terjadi di Sei
Rampah akibat kesalahan dari pekerja/buruh sawit yang lalai dalam bekerja maka
yang seharusnya mengganti kerugian yang di derita anak kecil tersebut adalah
perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh tersebut, karena disebabkan
perbuatan dari orang yang menjadi tanggungannya, sebagaimana yang ada di
dalam pasal 1367 KUHPerdata. Terdapat hubungan hukum antara majikan dalam
hal ini perusahaan dengan pekerja/buruh sawit karena penghasilan pekerja/buruh

1010



Lex Positivis 2(8): 1001-1014

sawit atas dasar perintah dari perusahaan. Kesalahan pekerja/buruh sawit karena
lalai hingga mengakibatkan korban menderita kerugian dinilai tidak telepas dari
kesalahan perusahaan, sebab peristiwa kecelakaan tersebut ketika pekerja/buruh
sawit menjalankan perintah dari perusahaan yang memberikan tugas serta
pekerjaannya. Korban yang dirugikan oleh pekerja/buruh dapat mengklaim ganti
rugi kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh tersebut. hal ini
karena dianggap memiliki kemampuan finansial yang berada jauh di atas
pekerja/buruh, sehingga paling memungkinakan untuk memenuhi tuntutan ganti
rugi, hal ini biasa disebut dengan teori kantong tebal.

Saran

1. Seharusnya kepada setiap pekerja/buruh tidak memaksakan suatu hal yang di luar
dari pada kapasitas pekerja/buruh dan selalu berhati-hati sehingga kejadian
seperti kasus kecelakaan yang telah terjadi tidak terulang Kembali. Seperti yang
telah dijelaskan pada penjelasan umum atas undang-undang nomor 1 tahun 1970
tentang keselamatan kerja, “kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain,
kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan
menjadi sebab terjadinya kecelakaan”.

2. Seharusnya perusahaan selaku majikan dari pekerja/buruh harus lebih mangawasi
serta memberikan arahan atau bimbingan kepada pekerja/buruh untuk melakukan
aktivitas pekerjaan agar lebih berhati-hati sehingga kejadian seperti kasus
kecelakaan yang telah terjadi tidak terulang Kembali
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